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WALIKOTA TUAL 

PROVINS! MALUKU 

PERATURAN WAlJKOTA TUAL 

NOMOR A1 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubaha 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI7 perlu ditetzpkan Peraturan Wahikota Tual tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017; 

ialaman I 



Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 60 Tabun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah 

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 ,  Tarbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645]; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan ebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No0mor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubi 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355) 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400], 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421] 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten.tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerit, 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438]; 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tarbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747]; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5049]; 

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan {Lerbarn Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234]; 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494]; 

13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495], 
. 

14, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568]; 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notor 5587) sebagaimana telah dibah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5679; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wall Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubbk 

Indonesia Nomor 4028]; 

17. Peraturan Pemerintah Noror 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Dauerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416] sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
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tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 471 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4502]; 

20. Peraturan Pererintah Noror 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Noror 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575]; 

21.  Peraturan Pemerintah Nor6r 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan St~ndar Pelayanen 
Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 150, 'Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585]; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614j 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155], 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar~n Republik Indonesia Negara Nomor 5165]; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272}; 

28, Peraturan Pererintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 20 15 Nomor 157, Tambahan Lerhbaran Negara Republik Indonesia Noror 57 17 

29. Peraturan Pemerintah Noror 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang rerubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 201 4 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864]; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pmpinan dan Anggota Dewa 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom6r 106, Tambahan Lembararn 
Republik Indonesia Nomor 6057]; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I1 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomr 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah, 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoran Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagammana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874] sebagairmana telah diubah 
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Menetapkan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Bernita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125), 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawa ban Dana Operasional [Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2017 
Noror 1067) 

37. Peraturan Daerah Kota Tua Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Darah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Toal 

Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 
72, Tarbahan Lembaran Daerah Nomor 7081); 

38. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Tual, 

39. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, 

40. Peraturan Daerah Kota Tual Noror 06 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tual Noror 7104, 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 201T 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp676.729.920.458,00 bertambah sejumlah 

Rp56,009.917.562,48 sehingga menjadi Rp732.739.838.020,48 dengan rincian sebagai berikut. 
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I. 

2. 

Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah / {Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Setelah Peru bahan 

Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 

Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan 

Rp 625.354.999.761,00 
Rp 36.757912.555,00 

Rp 676.729.920.458,00 
RD 56,009,917.562,48 

Rp 662.112.912.326,00 

Rp 732.739.838.020,48 

Rp(70.626.925.694,48, 

3. Pembiayaan Dacrah ; 

a, Penerimaan 
1) Semula 
2. Bertambah / (Berkurang) 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 
1). Semula 
2). Bertambah / (erkurang) 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 
Jumlah Perbiayaan Neto Setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan' 

Rp 52.374.920.697,00 
Rp 18.252.004.997,48 

Rp 1.000.000.000,00 
[Rp 1.000,009.000,00 

R 0,00 

Rp70.626.925.694.48 

Rp 0,00 
Rp 70.626.925.694.48 

Pasal 2 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana diraksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan in; 
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Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dani Peraturan ini. 

Pasal 4 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini 

. 

" AD 

mber 201 7 
H KOTA TUAL, 

TA TUAL TAHUN 2JOI7 NOMOR 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wahikota ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Kota Tual. 

Ditetapkan di Tual 

Pada tangga! 23 Nopember 2017 
.s. 

e s  s  

•uxorkruAL. 
\  

Diundangkan di Tual 

pada t 

Plt. SE 
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Larr piranI PERATURAN WALIKOTA 
Nemer 41 TAU4 201 

T al 23embe 20L a9 
. 

@ 
PEMERINTAH KOTA TUAL 

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD 
AN GGAR,AN 2L 

0MOR (ALAN MLA () ERTAM8AH / (BERKLRANG) 
uRUT SEBEtUM PERL8AA¥ SeT£LAH PERUBAAN (p) %% 

--- f 2 3 
• $ r d  

• .  

' 
NDAPATA 62$.354.999.61,00 662 112912.326,00 36.757.912.565,00 5,88 
PCNOAPAYAN ASLI DARA 21911.3n2661,00 . 

33.068 188.226,00 11.1$6.86$.565,00 • 0.9 ------····· · · · ·-··· ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  

- - - · - - - - - - - -  . .  1  1  f  Pendapatan Pajak Der.ah 288.322.000,00 4.030.916.716,00 1152.594.716,00 40,04 1 . 1 . 2  Hast Rebusi Daeral 4.882.025.000.00 4.882 025.000,00 0,00 0,00 
1 . 1 . 3  Hall  Pengeiolan eiyaan  Der.h  yang  Olp/ah#a  681.115.661,00 1.681.115.661,00 0,00 0,00 1 . I . • Lain li. Pendapat Ai Drat ya019 5ah 12469.860.000,00 29g9Mp» ··--...A0449.99.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6;0:2_J_ 

· · · - - - - · · · · · · · · · · · · ·  

• DANA PI4AGAN $26.390.097.000,00 $28.589.155.000,00 
4·.--..3229.098.090.99 0,43 

------·········--  --- - - - - · - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - -  .2 ) Bagi ta Pajak/Bax ad kan Peal 9.976.370.000,00 9.7$9,$25 000,00 (216.845 .000,00) (217 1 . 2 . 2  Dana  Al0k  Urrum 383.782.891.000,00 380.411.97$.000,00 (30.916 000,00) (0,89) ) 2 . 3  Dana Nos hos --.,10.86.000,00 138.417.655.000,00 5.826.819.000,00 .-..1a39 . 

- - - - - - - · - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  .  .  1. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAN YANG$A4 77093.$80.100,00 100.4$$.$69.100,00 23.361.969.000.00 
----------l_D:3_0_ - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . . . . . . .  

•  '  
Pend.apat.an ibah 1.095.000.008,00 20.09$.000 000,00 19.000.000.000,00 1.735,16 1 . 3 . 3  Dana Bagi4at Pajak di Provine darn Peen.nth Der.ah Lino. $.828.537.100,00 10.190.$26.100,00 4.361.909.000,00 74,84 1 . 3 . 4  Dana  Pereesula darn Otool Ku5u /0.170.043006,00 70.170 043.000,00 0.00 0,00 

2 UELANA 676.29.920.4984,00 732739.838.020,48 $6.009.917,5624 8,26 
2 1 ELANA TIDAK LANG0NG 

-...PA9M.9 242.232.246.415,48 
---...0318184.52 ---·-....48 · · · · · · · · · -  . . . . . .  2  1 . I  Belo9ya  Pe9a  163.165 $29.000,00 144.$39,619.515,48 (18.625.909.484,52) (1,2 • 1 . 3  Belarja Subsidi .900.000 0020,00 1.900 000.000,00 0,00 0,00 2 . 1 . 4  belanja  ibah  19523./00.000,00 24,$01.248.000,00 4.777.$48.000,00 24,47 2 1 

' 
Belorja Bar tuan Keun9nepada Provinsiaup/teer/Kot.a an Peon0tab Dea 65.749.842.100,00 70.491.378.900,00 4.741.536.800,00 7.21 

' 
l • beta«jg Teak TVerduga 

99o.9oo.06,oo .199.pp.p9 0.00.000.099.99 75,00 . - . .  ...  .  . . . .  -  
- - - - - -  - - - - - - -  

'  
2  BELANJA LANG$UNG 422.390.849.398.0u "9.99,s165.99 9116242.29,99 ---..93 - - - - - - - - - - - - - - - -  - --  .  .  .  

.. . . 2 2 

' 
Belanja egwai 42829.680.786,0 

. 
0.133.322.788,00 4.303.642.000,00 10,05 2. 2 Bela)a Baran darn Jars.a 18$.018 730.090,00 208.019.933.40L,00 23.001.203.31L.00 12,43 2 

' 
3 Befaja Modal 194542.438 480.00 235.354.335.416,00 40.811.896.936,00 20,98 

SuPLuS / (DerSI 651.374.920.697,00 (0.626.925.694,48 (19.252.004.997,48 3747 
. 

I 
< 

ala0 $ 
NGA$ pNARN Pk/94480 

- 



gr 
0MOR URA.IAN UMLAH (Rp) BERTAMBAH } (8ERK.URANG) 
URUT EBE4 EUBANAN SIELAM PERU#NAN (p) 0% 

1 2 3 
• ad-3 6 

3 
EBA YAAN DAERAN 

3 
' 

PENERIMAN PEMIAYAN DAFRAM $2.374.920.697,00 70.626.925.694,48 18.252.004.99,$48 34,85 
- - - - - - - - - - - --- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ------  - - - - - - - - - - -  · · · - · · · - - · - - - -  3  1  

'  
$la  Lebi  ertitungan Angora Tatu Angara Sebelurnya 52.374.920.69,00 70.626.925.694,48 18.262.004.997,%% 34,85 

--------- - - - - - - -----  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - --- - - - - - - - -  - - - - - - - - - · ·  3  2  PENGELUARAN PENBIAYAAN DAERA 1000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

· · · · - - - - - - - - - - - - - - - -  - - · - · - · · · - - - - -  3 .  2  Penyert.aa  Modal (frwestarsi) Pemerinth Daerat 1.000.000.000,00 0,00 (L.000.000.000,00 (100,00) 

. 
PE8IAYAAN NETTO $1.374.920.697,00 70.626.925.694,48 19.252.004.997,4 37,7 

-· 

# 
SIA LBIH PEMTAY#AN ANGGARAN TAMLIN RKENAAN 0,00 0,00 0,06 0,00 
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